




PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan 

sebuah langkah untuk meningkatkan 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara secara keseluruhan.. Di 

Indonesia, proses pembangunan dimulai 

dari daerah pinggiran dan diperkuat dengan 

pengembangan wilayah pedesaan dalam 

kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini 

merupakan langkah strategis untuk 

menjadikan desa sebagai fondasi utama 

dalam menghadapi persaingan global. Desa 

adalah entitas hukum terkecil yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sosial 

masyarakat di Indonesia. Sebagai ujung 

tombak dalam proses pembangunan, desa 

seharusnya mendapat perhatian lebih, 

namun sering kali keberadaannya 

diabaikan.  

Desa dianggap memiliki potensi 

besar untuk menjadi motor penggerak 

pembangunan nasional, terutama karena 

kekayaan sumber daya alam dan keunikan 

sosial-budayanya. Sebagai langkah konkret 

untuk merealisasikan potensi tersebut, 

pemerintah telah memperkenalkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. 

Kebijakan ini tidak hanya memusatkan 

perhatian pada pemberdayaan komunitas 

desa, melainkan juga  mendorong 

keterlibatan mereka dalam proses 

pembangunan. 

Seiring dengan kemajuan ekonomi, 

pemerintah mengambil langkah tegas 

dengan menerapkan Undang-Undang (UU) 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, 

memberikan desa kebebasan penuh untuk 

secara mandiri memenuhi kebutuhan 

warganya. UU ini tidak hanya memberi 

desa kendali lebih besar, tetapi juga 

memperkenalkan sistem pendanaan yang 

dikenal dengan "Alokasi Dana Desa," yang 

bermaksud untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sekaligus menggerakan 

peningkatan kesejahteraan mereka. 

 Salah satu bentuk pelaksanaan 

otonomi daerah adalah pembentukan Badan 

Usaha Milik Desa ( BUMDes). BUMDes 

diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Badan Usaha Milik Desa, yang menjelaskan 

bahwa BUMDes adalah lembaga yang 

menjalankan usaha, dengan dana yang 

diambil dari dana desa guna meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa. 

Nurfakhirah et al. (2021) 

menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes 

di Kabupaten Semarang masih menghadapi 



berbagai tantangan, seperti manajemen dan 

kinerja yang belum optimal, serta 

keterlibatan pemerintah pusat yang terbatas 

hanya pada tahap perencanaan. kontribusi 

pemerintah pusat yang terbatas pada tahap 

perencanaan. Bantuan dari pemerintah 

pusat, seperti modal awal untuk 

pembentukan BUMDes, juga masih kurang 

maksimal, selain itu, perhatian terhadap 

masyarakat desa dalam tahap perencanaan 

belum memadai yang mengakibatkan 

pengelolaan BUMDes belum berjalan 

secara efektif. Beberapa desa juga 

mengalami kesulitan dalam pengelolaan  

BUMDes karena terbatasnya sumber daya 

manusia. 

Berdasarkan alur yang ditetapkan 

oleh peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 

03 Tahun 2021 BUMDes perlu 

memiliki badan hukum untuk memperkuat 

kelembagaan dan memudahkan akses 

modal dari pihak luar. Namun, data dari  

buku profil Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (Dispermades) 

Kabupaten Semarang tahun 2023, sampai 

dengan tanggal 27 Desember 2023 dari 

jumlah 202 BUMDes di Kabupaten 

Semarang, baru 50 %  yang telah 

terverifikasi  sebagai badan hukum yaitu 

berjumlah 100 BUMDes. Hal tersebut 

menjadi sebuah permasalahan, pasalnya 

tidak adanya status badan hukum BUMDes 

dapat menjadi kendala besar, terutama 

kesulitan dalam permodalan, karena 

BUMDes yang belum berbadan hukum 

tidak dapat menerima bantuan dari 

pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, 

serta akses terhadap sumber daya dan 

kerjasama dengan pihak eksternal. 

 BUMDes Parikesit di Desa 

Wirogomo adalah satu-satunya BUMDes 

dalam daftar yang masih berada dalam 

klasifikasi Dasar, menunjukkan bahwa 

usaha desa ini masih dalam tahap awal 

pengembangan. Status ini menandakan 

bahwa Parikesit Wirogomo masih 

menghadapi sejumlah tantangan, baik 

dalam hal modal, manajemen, maupun 

partisipasi masyarakat. Berbeda dengan 

BUMDes lainnya yang telah mencapai 

klasifikasi Tumbuh dan Berkembang, 

Parikesit Wirogomo belum mampu 

memberikan dampak ekonomi yang 

signifikan bagi desa. Kondisi ini juga 

menyoroti pentingnya support dari berbagai 

pihak, baik dari pemerintah desa, lembaga 

pendamping, maupun masyarakat setempat. 

 

Gambar 1. 1 Data Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Wirogomo 

https://www.suaramerdeka.com/tag/badan-hukum


Sumber: data berdasarkan sistem informasi 

desa Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan grafik "Kumpulan 

Data Skor Penilaian Klasifikasi BUMDes," 

terlihat salah satu aspek utama yang dapat 

menghambat perkembangan BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, adalah 

rendahnya skor kelembagaan. 

Kelembagaan BUMDes merujuk pada 

struktur organisasi, kapasitas sumber daya 

manusia (SDM), serta sistem manajemen 

yang mendukung operasional unit usaha 

desa tersebut. Skor kelembagaan yang 

rendah mencerminkan bahwa BUMDes 

memiliki masalah dalam hal tata kelola 

serta kurangnya kapasitas SDM yang 

terlatih. Jika melihat tren skor kelembagaan 

dalam grafik, terlihat bahwa peningkatan 

skor kelembagaan mulai terjadi pada 2022, 

namun belum cukup signifikan untuk 

mempertahankan pertumbuhannya hingga 

2023. 

Pembentukan BUMDes merupakan 

bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi 

desa yang efisien, dengan berlandaskan 

pada nilai-nilai kerja sama, partisipasi, dan 

keterbukaan.  Maka dari itu diperlukan 

upaya nyata untuk memastikan pengelolaan 

BUMDes dapat berjalan secara optimal. 

Salah satu langkah fundamental dalam 

mencapai tujuan BUMDes adalah 

menerapkan prinsip keterbukaan dan 

transparansi. . Kurangnya praktik 

transparan ini tidak hanya berpotensi 

merugikan BUMDes itu sendiri, tetapi juga 

dapat menghambat pencapaian tujuan 

pembangunan ekonomi lokal dan 

peningkatan taraf hidup warga desa secara 

menyeluruh. Oleh karena itu, meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan BUMDes 

sangat penting. Sehingga perlu keterlibatan 

peran stakeholders untuk lebih 

memperhatikan pengelolaan BUMDes, 

sehingga dapat bekerja secara optimal dan 

berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Kegiatan sosialisasi yang di 

Dispermades Kabupaten Semarang untuk 

mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kabupaten Semarang masih 

memerlukan kepedulian lebih. Berdasarkan  

data yang ada, dari tahun 2019 hingga 2023 

telah dilakukan total 12 sosialisasi distribusi 

yang berbeda setiap tahunnya. Jumlah 

frekuensi ini tampak kurang sejalan dengan 

kompleksitas tantangan yang dihadapi 

BUMDes di Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan atas penjelasan 

sebelumnya, diperlukan  kajian lebih lanjut  

terkait dengan potensi serta peluang yang 

ada dalam pengelolaan BUMDes Parikesit 

Desa Wirogomo yang diberikan untuk  

Pemerintah Desa Wirogomo terutama 

dalam meningkatkan kerjasama antar 

stakeholderss secara lebih optimal. 

Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang peran stakeholders dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 



Wirogomo.  Pertanyaan yang akan dibuat 

adalah “ Mengapa Peran Stakeholders 

dalam pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo dinilai masih belum optimal? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Administrasi Publik 

 Administrasi publik, sebagaimana 

dijelaskan oleh Chandler dan Plano dan 

dikutip oleh T. Keban (2004: 3), adalah 

suatu proses pengelolaan sumber daya yang 

berkaitan dengan pengorganisasian dan 

koordinasi masyarakat dalam perancangan, 

pelaksanaan, dan pengelolaan kebijakan 

publik. Di sisi lain, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasolong (2008: 8), Waldo 

menekankan bahwa administrasi publik 

mempunyai hubungan yang erat dengan 

manajer, organisasi individu, dan alat yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. 

Oleh karena itu, administrasi publik dapat 

diartikan sebagai usaha bersama antar 

individu atau lembaga yang bertujuan untuk 

melaksanakan fungsi pemerintahan secara 

efektif dan efisien sekaligus memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

B. Identifikasi Stakeholders 

Stakeholderss dapat diartikan sebagai 

individu atau kelompok yang memiliki 

kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan 

terkait dengan suatu keputusan yang dibuat 

dalam konteks organisasi atau proyek. 

Menurut Maryono et al. (2005) dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Yosevita: 

25), antara lain: 

1. Stakeholders Primer 

Stakeholders primer adalah individu atau 

kelompok yang terlibat langsung dan 

memiliki kepentingan yang signifikan 

terhadap suatu rencana atau kegiatan, baik 

dari sisi dampak positif maupun negatif 

2. Stakeholders Kunci 

Stakeholders kunci mengacu pada pihak 

atau entitas yang memiliki otoritas serta 

kewenangan hukum dalam membuat 

keputusan yang mempengaruhi suatu 

kegiatan atau proyek. Dalam konteks 

penelitian ini, stakeholders kunci adalah 

pihak memikul tanggung jawab langsung 

pada pengelolaan dan pelaksanaan program 

BUMDes. 

3. Stakeholderss Sekunder atau 

Pendukung 

pihak yang tidak memiliki keterlibatan atau 

kepentingan langsung terhadap kebijakan. 

Namun tetap memberikan perhatian 

signifikan terhadap perkembangan suatu 

rencana dianggap sebagai stakeholders 

sekunder. 

C. Peran Stakeholders 

Nugroho (2014) mengelompokkan peran 

stakeholders menjadi lima kategori. 



a) Pembuat Kebijakan (Policy Creator) 

Aktor yang memiliki peran krusial dalam 

merancang dan menentukan keputusan 

terkait kebijakan atau program yang akan 

dijalankan. 

b) Koordinator 

Aktor yang berfungsi untuk 

menghubungkan dan mengorganisasi 

berbagai pihak yang terlibat dalam 

kebijakan atau program.. 

c) Fasilitator 

Pihak yang menyediakan fasilitas dan 

sarana yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan kelompok sasaran dalam 

mendukung kelancaran kebijakan atau 

program. 

d)  Pelaksana (Implementor) 

Aktor yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kebijakan atau program yang 

sudah ditetapkan.  

e) Akselerator 

Aktor yang berperan dalam mempercepat 

proses pelaksanaan kebijakan atau program.  

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pengelolaan  

a) Nilai 

Profesionalisme mencerminkan 

tingkat kemampuan, keterampilan, dan 

komitmen individu dalam menerapkan 

kebijakan, khususnya dalam 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

b) Komunikasi 

Komunikasi yang efektif sangat 

penting dalam memperkuat hubungan, 

menyelesaikan perbedaan, dan 

mengatasi konflik. Melalui komunikasi 

yang baik, stakeholders dapat 

memenuhi kebutuhan emosional dan 

intelektual, serta membangun hubungan 

yang harmonis dengan antar 

stakeholders. 

c) Kepercayaan 

Dengan mengkonsolidasikan 

hubungan antara pihak-pihak terkait, 

komitmen, informasi, dan keahlian, 

kepercayaan dapat dibangun. 

d) Kebijakan 

Kebijakan yang tidak hanya 

mendorong pertumbuhan, tetapi juga 

mengatasi hambatan birokrasi 

seharusnya menjadi prioritas utama bagi 

pemerintah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif kualitatif. Lokus dalam 

penelitian ini adalah BUMDes Parikesit 

Desa Wirogomo. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer 



yang diperoleh dari informan dan data 

sekunder yang diperoleh dari buku pustaka, 

artikel, jurnal, arsip atau dokumen lainnya. 

Pemilihan informan menggunakan teknik 

purposive sampling. dengan 

mempertimbangkan informan yang akan 

dipilih sesuai dengan tujuan tertentu dan 

mengetahui dengan benar masalah yang 

terkait. Adapun informan dalam penelitian 

ini, antara lain: Pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dispermasdes), Kepala Desa Wirogomo, 

Direktur Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Parikesit Desa Wirogomo, 

Pendamping Desa Kecamatan Banyubiru, 

Pemerintah Desa Wirogomo, Masyarakat 

Desa Wirogomo. Data lapangan diperoleh 

dari wawancara langsung, observasi dan 

dokumentasi. Data yang sudah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Dalam menguji kualitas data 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Identifikasi Stakeholderss Dalam 

Pengelolaan BUMDes Parikesit 

Desa Wirogomo 

Dalam mengidentifikasi stakeholderss 

yang terlibat dalam BUMDes Parikesit, 

penelitian ini menggunakan teori 

stakeholderss (Maryono et al. 2005), yang 

mana dikelompokan menjadi 3 bagian, 

yaitu stakeholderss primer, stakeholderss 

kunci, dan stakeholderss sekunder atau 

pendukung. 

a. Stakeholders Primer 

Peran stakeholderss primer sangat 

penting dalam setiap tahapan 

pengelolaan BUMDes Parikesit karena 

sebagai pihak yang memiliki 

kepentingan langsung terhadap 

kegiatan BUMDes. Keterlibatan 

stakeholders primer tidak hanya 

bersifat formalitas tetapi juga menjadi 

faktor penentu dalam memastikan 

keberlanjutan dan keberhasilan 

program. 

Stakeholders primer yang terlibat 

dalam pengelolaan BUMDes Parikesit 

Desa Wirogomo yaitu, yaitu Direktur 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo, 

Kepala Bidang Pemberdayaan 

Ekonomi dan Kelembagaan Desa dan 

Sub Koordinator Ekonomi Desa 

Dispermasdes Kabupaten Semarang, 

serta Masyarakat Desa Wirogomo. 

Stakeholderss primer tersebut menjadi 

aktor utama yang bertanggung jawab 

terhadap operasional, perencanaan 

strategis, serta pengelolaan sumber 

daya untuk memastikan program-



program BUMDes berjalan sesuai 

tujuan. 

b. Stakeholders Kunci 

Stakeholderss dan memiliki 

kewenangan legal dalam hal 

pengambilan keputusan untuk 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo. Kepala Desa merupakan 

stakeholders kunci dalam pengelolaan 

BUMDes Parikesit, sesuai dengan 

konsep teori stakeholders kunci 

menurut Maryono, yang menyatakan 

bahwa pihak tersebut memiliki 

kewenangan hukum dalam 

pengambilan keputusan serta memiliki 

pengaruh besar terhadap kebutuhan dan 

perhatian yang berkaitan dengan 

kelancaran kegiatan BUMDes 

Parikesit. 

c. Stakeholders Sekunder 

Stakeholders sekunder dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo yaitu  Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Pariwisata Kabupaten Semarang dan 

Pendamping Desa Kecamatan 

Banyubiru diantaranya ketiganya 

memiliki kepedulian masing-masing. 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah memberikan modal awal untuk 

pengembanagn pengelolaan BUMDes 

dan Dinas Pariwisata Kabupaten 

Semarang memberikan pengembangan 

melalui sosialisasi tentang pengelolaan 

pariwisata sehingga BUMDes dapat 

mengelolanya dengan lebih optimal. 

Serta Pendamping Desa Kecamatan 

Banyubiru meberikan peranan  menjadi 

penghubung antara BUMDes dengan 

pihak -pihak eksternal,  memberikan 

motivasi kepada pengurus BUMDes 

dan penyedia informasi, sehingga 

mempermudah pengurus BUMDes 

dalam pengelolaanya. 

2. Peran Stakeholders Dalam 

Pengelolaan BUMdes Parikesit 

Desa Wirogomo 

Dalam penelitian ini, peran 

stakeholders dianalisis berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh Nugroho 

et al. (2014), yang membagi peran 

stakeholders menjadi lima kategori, 

yaitu: Policy Creator,  koordinator,  

facilitator, implementor, dan 

akselerator. 

a. Policy Creator 

Stakeholders yang berperan sebagai 

policy creator atau berperan dalam 

pengambilan Keputusan dan 

menentukan suatu kebijakan yaitu 

Kepala Desa Wirogomo dan BPD 

Wirogomo. Peran Kepala Desa dan 

BPD sebagai policy creator belum 

optimal, karena sampai saat ini 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 



masih mengalami stagnan belum ada  

kebijakan dari desa yang lebih lanjut 

mengenai solusi agar BUMDes 

tersebut dapat aktif dan dikelola 

kembali. 

 

b. Koordinator 

Stakeholders yang memiliki peranan 

koordinator dalam pengelolaan 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

yaitu, Dispermades Kabupaten 

Semarang, Kepala Desa Wirogomo 

beserta staff dan Direktur /Kepala 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

beserta staff dan Masyarakat Desa 

Wirogomo. Namun dalam proses 

koordinasi pengelolaan BUMDes 

Parikesit masih belum optimal, 

dikarenakan beberapa sebab 

diantaranya yaitu minimnya kapasitas 

dan kapabilitas SDM kepengurusan 

BUMDes. 

c. Fasilitator 

Stakeholders yang memiliki peran 

fasilitator dalam pengelolaan 

BUMDes Parikesit yaitu Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dan Pendamping Desa Kecamatan 

Banyubiru. Dalam melakukan 

perannya stakeholders tersebut sudah 

cukup optimal, misalnya 

Dispermades melakukan sosialisasi 

dan monitoring dalam pengelolaan 

BUMDes dan Pendamping Desa 

melakukan pendampingan kegiatan 

dalam pengelolaan BUMDes.  

 

 

d. Implementor 

Stakeholders implementor memiliki 

peran utama dalam menjalankan 

kebijakan, program, dan operasional 

BUMDes Parikesit. Stakeholders 

yang berperan sebagai implementor 

dalam pengelolaan BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, 

diantaranya Kepala Desa Wirogomo 

serta staf, Direktur / Kepala BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Semarang, dan 

Masyarakat Desa Wirogomo. Namun 

Stakeholders tersebut dalam 

melakukan perannya sebagai 

implementator dalam mengelola 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

masih kurang maksimal, karena 

terkendala dalam keputusan atau 

kebijakan yang diambil oleh policy 

creator sebelumnya dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo. 

e. Akselerator 



Akselerator bertugas memastikan 

bahwa kebijakan dan program kerja 

BUMDes Parikesit dapat 

diimplementasikan dengan cepat dan 

tepat sasaran. Hal ini mencakup 

percepatan dalam pendirian unit 

usaha baru, optimalisasi unit usaha 

yang ada, atau pelaksanaan kegiatan 

yang bertujuan meningkatkan 

pendapatan BUMDes. Pendamping 

desa Kecamatan Banyubiru dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dispermades) Kabupaten Semarang 

merupakan stakeholders yang 

memiliki peranan akselerator dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo. 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat 

dalam Pengelolaan BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo 

a. Faktor Pendorong 

a) Nilai 

Penerapan nilai dalam pengelolaan 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

diterapkan juga berdasarkan nilai 

individu dan profesionalitas. 

Kepemimpinan yang berbasis pada 

nilai individual seperti integritas, 

kerja sama tim, dan dedikasi 

memainkan peran sentral dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit. 

Pemanfaatan nilai potensi sumber 

daya lokal di Desa Wirogomo, 

termasuk alam, manusia, dan 

budaya, menjadi faktor utama yang 

dapat memajukan BUMDes 

meskipun mengalami stagnasi.  

b) Kepercayaan 

Kepercayaan yang tinggi antara 

stakeholders, termasuk masyarakat, 

pengurus BUMDes, dan pemerintah 

desa, mendukung pengelolaan 

BUMDes Parikesit. Kolaborasi 

yang dibangun atas dasar 

kepercayaan menciptakan 

lingkungan kondusif untuk 

pengembangan usaha dan 

meningkatkan komitmen semua 

pihak. 

b. Faktor Penghambat 

a) Kebijakan 

Kurangnya kebijakan dan regulasi 

yang jelas, termasuk AD/ART serta 

status badan hukum, menjadi 

hambatan utama dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit. 

Ketidakpastian ini melemahkan 

dasar operasional BUMDes, 

menghambat kerja sama dengan 

pihak eksternal, dan meningkatkan 

risiko pengelolaan yang tidak 

optimal. 

b) Komunikasi 



Kurangnya komunikasi yang 

efektif antara pengelola BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, 

pemerintah desa, dan pemangku 

kepentingan lainnya menjadi 

hambatan signifikan dalam 

pengelolaan. Ketidaktepatan 

informasi dan minimnya partisipasi 

pengelola dalam forum koordinasi 

semakin mengurangi efektivitas 

kerja sama. 

KESIMPULAN 

Stakeholders yang terlibat dalam 

pengelolaan BUMDes Parikesit Desa 

Wirogomo yaitu Direktur BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, Kepala 

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan 

Kelembagaan Desa dan Sub 

Koordinator Ekonomi Desa 

Dispermasdes Kabupaten Semarang, 

serta Masyarakat Desa Wirogomo 

sebagai stakeholders primer, Kepala 

Desa Wirogomo sebagai stakeholders 

kunci, dan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah, Dinas Pariwisata 

Kabupaten Semarang dan Pendamping 

Desa Kecamatan Banyubiru sebagai 

stakeholders sekunder. Peran Kepala 

Desa dan BPD sebagai policy creator 

belum optimal, karena sampai saat ini 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

masih mengalami stagnan belum ada  

kebijakan dari desa yang lebih lanjut 

mengenai solusi agar BUMDes 

tersebut dapat aktif dan dikelola 

kembali. Kurangnya komunikasi yang 

efektif antara pengelola BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo, pemerintah 

desa, dan pemangku kepentingan 

lainnya menjadi hambatan signifikan 

dalam pengelolaan. Ketidaktepatan 

informasi dan minimnya partisipasi 

pengelola dalam forum koordinasi 

semakin mengurangi efektivitas kerja 

sama. Situasi ini menekankan 

pentingnya peningkatan kualitas 

saluran komunikasi untuk mempererat 

hubungan antar pemangku kepentingan 

dan mendukung kelancaran 

pelaksanaan program pengembangan 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo. 

SARAN 

Hasil penelitian dan analisis yang 

telah dilakukan, berikut ini adalah 

sejumlah rekomendasi yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai masukan 

bagi para pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam pengelolaan BUMDes 

Parikesit Desa Wirogomo: 

1. Peningkatan Legalitas dan Regulasi 

Operasional 

Dalam pengelolaan BUMDes Parikesit 

belum memiliki status badan hukum 

dan dokumen Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga 



(AD/ART) serta dokumen hukum 

lainnya. Sehingga menjadi kendala 

utama dalam pengelolaan. Untuk itu 

disarankan agar pemerintah desa segera 

memprioritaskan penyusunan regulasi 

dan penetapan dokumen Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) serta dokumen hukum 

lainnya untuk BUMDes Parikesit. Hal 

ini penting untuk memberikan landasan 

hukum yang kuat bagi operasional 

BUMDes dan memudahkan akses 

terhadap permodalan dari pihak 

eksternal. Pemerintah desa perlu 

berkolaborasi dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dispermades) untuk mempercepat 

proses legalisasi BUMDes. Sehingga 

dengan demikian menjadi landasan 

yang kuat bagi pengelolaan yang 

transparan dan akuntabel.  

2. Penguatan Kelembagaan dan 

Kapasitas SDM 

Rendahnya skor kelembagaan dan 

kurangnya pelatihan bagi SDM 

menjadi faktor penghambat signifikan 

dalam pengelolaan BUMDes Parikesit 

Desa Wirogomo. Dispermades 

Kabupaten Semarang harus 

meningkatkan frekuensi sosialisasi dan 

pelatihan bagi pengelola BUMDes. 

Pelatihan ini harus mencakup 

manajemen usaha, pemasaran, dan 

pengelolaan keuangan agar pengelola 

BUMDes memiliki keterampilan yang 

memadai. Selain itu Dispermades 

Kabupaten semarang dan pendamping 

desa  juga diharapkan dapat mendorong 

pengurus BUMDes untuk mengikuti 

program penguatan kapasitas yang 

disediakan oleh lembaga terkait.   

3. Optimalisasi Komunikasi dan 

Partisipasi Stakeholderss 

Mengingat pentingnya kolaborasi 

antar-stakeholderss, disarankan untuk 

meningkatkan komunikasi yang efektif 

antara pengelola BUMDes, pemerintah 

desa, dan masyarakat. Pemerintah desa 

dapat memanfaatkan media 

komunikasi seperti pertemuan rutin, 

grup media sosial, dan forum diskusi 

untuk memastikan informasi 

tersampaikan dengan baik. Selain itu, 

melibatkan masyarakat secara aktif 

dalam proses perencanaan dan evaluasi 

BUMDes akan meningkatkan rasa 

memiliki dan dukungan terhadap 

program-program yang dijalankan. 

4. Meningkatkan Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam Pengelolaan 

BUMDes Parikesit Desa Wirogomo 

Pengurus BUMDes Parikesit yang 

didampingi oleh pendamping desa, 

segera membuat dan publikasikan 

profil BUMDes yang mencakup 



informasi tentang permodalan, unit 

usaha, serta laporan keuangan secara 

berkala. Ini akan membantu 

membangun kepercayaan masyarakat 

dan mendorong partisipasi aktif. 

Implementasikan sistem informasi 

yang ada, misalnya melalui website 

SIDesa Jawa Tengah, memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses data 

terkait kegiatan dan keuangan 

BUMDes secara online. Hal ini akan 

meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. 
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